
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL

INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNNYA

1721-A2

H.02 H.03 PembatalanSPT Pembetulan Ke-

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG
A.1   NPWP

A.4    NAMA

A.2   NITKU A.7   JENIS KELAMIN

:

:

:

:

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
URAIAN

1 GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
[mm-mm]

H.04 -

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
[yyyy]

H.05

NOMOR : H.01

LAKI-LAKI PEREMPUAN

A.6   NAMA JABATAN :

A.9   STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK
K/ TK/ HB/

A.8   NIK :

A.5   PANGKAT/
         GOLONGAN

JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02

PENGHASILAN BRUTO

2 TUNJANGAN ISTRI
3 TUNJANGAN ANAK
4 TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
5 TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL
6 TUNJANGAN BERAS
7 TUNJANGAN LAIN-LAIN
8 PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI

PENGURANGAN
9 JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 8)

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

10 BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN

13

IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA

14

JUMLAH PENGURANGAN ( 10 S.D. 12)

15
JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)

16
PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK

17
JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)

18
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

19
PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN  (16-17)

20

PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN

21

PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI
KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK

22 PPh PASAL 21 TERUTANG (19 - 20 - 21)

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK
D.1   NPWP Instansi Pemerintah

D.3   Nama Instansi Pemerintah

D.4

D.5   Tanggal

D.6   Nama Penandatangan
D.7   Pernyataan Wajib Pajak

:

:

:

:

:
:

dd mm yyyy

Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani
secara elektronik.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara
elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah.

:

23

C. PEGAWAI TERSEBUT : C.01 DIPINDAHKAN C.02 PINDAHAN BARUC.03 C.04 PENSIUN

ID Subunit Organisasi

PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR
23a.     PPh PASAL 21 DIPOTONG
23b.     PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

MAJCGWTU

003220217423000 / 0003220217423000

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENY KUSNIADI

0032202174230000000

3 1 1 2 2 0 2 4

X

24.961.350
-

24.961.350
0

0

24.961.350
206.409.000

67.500.000
273.909.171

0
273.909.171

10.021.947
0

4.021.947
6.000.000

283.931.118
208.738.771

763
4.055.520

12.634.000
0

2.052.704
5.131.760

51.317.600

X

2

-

X

ASESOR SUMBER DAYA692593825446000 / 3211154303900014

3211154303900014000000

NENDEN TATIN MARYATI

III/D

X

3000000103
0 1 1 2

2 0 2 4

11
12 ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA

PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI
KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK

0
24 PPh PASAL 21 KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR

24a.     PPh PASAL 21 DIPOTONG
24b.     PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

0
0
0

199003032010102001A.3   NIP/NRP :

D.2   NITKU 0003220217423000000000:



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL

INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNNYA

1721-A2

H.02 H.03 PembatalanSPT Pembetulan Ke-

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG
A.1   NPWP

A.4    NAMA

A.2   NITKU A.7   JENIS KELAMIN

:

:

:

:

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
URAIAN

1 GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
[mm-mm]

H.04 -

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
[yyyy]

H.05

NOMOR : H.01

LAKI-LAKI PEREMPUAN

A.6   NAMA JABATAN :

A.9   STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK
K/ TK/ HB/

A.8   NIK :

A.5   PANGKAT/
         GOLONGAN

JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02

PENGHASILAN BRUTO

2 TUNJANGAN ISTRI
3 TUNJANGAN ANAK
4 TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
5 TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL
6 TUNJANGAN BERAS
7 TUNJANGAN LAIN-LAIN
8 PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI

PENGURANGAN
9 JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 8)

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

10 BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN

13

IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA

14

JUMLAH PENGURANGAN ( 10 S.D. 12)

15
JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)

16
PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK

17
JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)

18
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

19
PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN  (16-17)

20

PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN

21

PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI
KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK

22 PPh PASAL 21 TERUTANG (19 - 20 - 21)

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK
D.1   NPWP Instansi Pemerintah

D.3   Nama Instansi Pemerintah

D.4

D.5   Tanggal

D.6   Nama Penandatangan
D.7   Pernyataan Wajib Pajak

:

:

:

:

:
:

dd mm yyyy

Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani
secara elektronik.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara
elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah.

:

23

C. PEGAWAI TERSEBUT : C.01 DIPINDAHKAN C.02 PINDAHAN BARUC.03 C.04 PENSIUN

ID Subunit Organisasi

PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR
23a.     PPh PASAL 21 DIPOTONG
23b.     PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

VQ2CP9IZ

003220217423000 / 0003220217423000

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENY KUSNIADI

0032202174230000000

3 1 1 2 2 0 2 4

X

58.513.500
-

58.513.500
0

0

58.513.500
358.054.000

54.000.000
412.054.505

0
412.054.505

10.521.192
0

4.521.192
6.000.000

422.575.697
337.398.945

662.372
1.013.880

17.640.000
0
0
0

65.860.500

X

0

-

X

KEPALA BIDANG342338274423000 / 3273025505800025

3273025505800025000000

ANITA RATNANINGSIH S

IV/B

X

3000000036
0 1 1 2

2 0 2 4

11
12 ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA

PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI
KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK

0
24 PPh PASAL 21 KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR

24a.     PPh PASAL 21 DIPOTONG
24b.     PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

0
0
0

198005151998102002A.3   NIP/NRP :

D.2   NITKU 0003220217423000000000:



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL

INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNNYA

1721-A2

H.02 H.03 PembatalanSPT Pembetulan Ke-

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG
A.1   NPWP

A.4    NAMA

A.2   NITKU A.7   JENIS KELAMIN

:

:

:

:

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
URAIAN

1 GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
[mm-mm]

H.04 -

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
[yyyy]

H.05

NOMOR : H.01

LAKI-LAKI PEREMPUAN

A.6   NAMA JABATAN :

A.9   STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK
K/ TK/ HB/

A.8   NIK :

A.5   PANGKAT/
         GOLONGAN

JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02

PENGHASILAN BRUTO

2 TUNJANGAN ISTRI
3 TUNJANGAN ANAK
4 TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
5 TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL
6 TUNJANGAN BERAS
7 TUNJANGAN LAIN-LAIN
8 PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI

PENGURANGAN
9 JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 8)

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

10 BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN

13

IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA

14

JUMLAH PENGURANGAN ( 10 S.D. 12)

15
JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)

16
PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK

17
JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)

18
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

19
PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN  (16-17)

20

PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN

21

PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI
KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK

22 PPh PASAL 21 TERUTANG (19 - 20 - 21)

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK
D.1   NPWP Instansi Pemerintah

D.3   Nama Instansi Pemerintah

D.4

D.5   Tanggal

D.6   Nama Penandatangan
D.7   Pernyataan Wajib Pajak

:

:

:

:

:
:

dd mm yyyy

Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani
secara elektronik.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara
elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah.

:

23

C. PEGAWAI TERSEBUT : C.01 DIPINDAHKAN C.02 PINDAHAN BARUC.03 C.04 PENSIUN

ID Subunit Organisasi

PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR
23a.     PPh PASAL 21 DIPOTONG
23b.     PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

GA9FUF9W

003220217423000 / 0003220217423000

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENY KUSNIADI

0032202174230000000

3 1 1 2 2 0 2 4

X

25.870.800
-

25.870.800
0

0

25.870.800
212.472.000

67.500.000
279.972.761

0
279.972.761

9.818.299
0

3.818.299
6.000.000

289.791.060
217.342.761

777
4.055.520

12.852.000
0

1.948.772
4.871.930

48.719.300

X

2

-

X

ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA707196127421000 / 3277031309920008

3277031309920008000000

R. TAUFAN MAULANA SIDIQ

III/C

X

3000000113
0 1 1 2

2 0 2 4

11
12 ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA

PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI
KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK

0
24 PPh PASAL 21 KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR

24a.     PPh PASAL 21 DIPOTONG
24b.     PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

0
0
0

199209132014061001A.3   NIP/NRP :

D.2   NITKU 0003220217423000000000:



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL

INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNNYA

1721-A2

H.02 H.03 PembatalanSPT Pembetulan Ke-

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG
A.1   NPWP

A.4    NAMA

A.2   NITKU A.7   JENIS KELAMIN

:

:

:

:

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
URAIAN

1 GAJI POKOK ATAU UANG PENSIUN BERKALA

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
[mm-mm]

H.04 -

MASA PEROLEHAN PENGHASILAN
[yyyy]

H.05

NOMOR : H.01

LAKI-LAKI PEREMPUAN

A.6   NAMA JABATAN :

A.9   STATUS/JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK
K/ TK/ HB/

A.8   NIK :

A.5   PANGKAT/
         GOLONGAN

JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01 21-100-02

PENGHASILAN BRUTO

2 TUNJANGAN ISTRI
3 TUNJANGAN ANAK
4 TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
5 TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL
6 TUNJANGAN BERAS
7 TUNJANGAN LAIN-LAIN
8 PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI

PENGURANGAN
9 JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 8)

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

10 BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN

13

IURAN TERKAIT PENSIUN ATAU HARI TUA

14

JUMLAH PENGURANGAN ( 10 S.D. 12)

15
JUMLAH PENGHASILAN NETO (9-13)

16
PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK

17
JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)

18
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

19
PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN  (16-17)

20

PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN

21

PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI
KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK

22 PPh PASAL 21 TERUTANG (19 - 20 - 21)

D. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK
D.1   NPWP Instansi Pemerintah

D.3   Nama Instansi Pemerintah

D.4

D.5   Tanggal

D.6   Nama Penandatangan
D.7   Pernyataan Wajib Pajak

:

:

:

:

:
:

dd mm yyyy

Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani
secara elektronik.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara
elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah.

:

23

C. PEGAWAI TERSEBUT : C.01 DIPINDAHKAN C.02 PINDAHAN BARUC.03 C.04 PENSIUN

ID Subunit Organisasi

PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI PADA SELAIN MASA PAJAK TERAKHIR
23a.     PPh PASAL 21 DIPOTONG
23b.     PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

4ZX5ZA59

003220217423000 / 0003220217423000

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENY KUSNIADI

0032202174230000000

3 1 1 2 2 0 2 4

X

57.537.000
-

57.537.000
0

0

57.537.000
354.148.000

67.500.000
421.648.421

0
421.648.421

11.129.097
0

5.129.097
6.000.000

432.777.518
336.039.588

433.058
4.055.520

17.640.000
0

2.617.872
6.544.680

65.446.800

X

2

-

X

KEPALA BIDANG PENGADAAN,355819426434000 / 3201291201750005

3201291201750005000000

AHMAD NURHIDAYAT

IV/A

X

3000000145
0 1 1 2

2 0 2 4

11
12 ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA

PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU YANG TELAH DIPOTONG PEMBERI
KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK

0
24 PPh PASAL 21 KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR

24a.     PPh PASAL 21 DIPOTONG
24b.     PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

0
0
0

197501122009011001A.3   NIP/NRP :

D.2   NITKU 0003220217423000000000:
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